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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Bapa, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

karena hanya atas perkenaan dan penyertaan-Nya, akhirnya penulis dapat melakukan dan 

menyusun laporan penelitian disertasi ini serta menyampaikannya dalam Ujian Sidang 

Terbuka Program Doktor Hukum Universitas Indonesia ini. 

Laporan penelitian disertasi, yang diberi judul Reformulasi Norma Larangan 

Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daeah Yang Demokratis, ini 

diajukan untuk memenuhi salah syarat ujian akhir dalam Program Doktor Hukum, 

Universitas Kristen Indonesia. Gagasan untuk melakukan penelitian ini terdorong oleh 

keprihatinan penulis terhadap pemilihan kepala daerah selalu dinodai oleh kecurangan, 

khususnya sejak pemilihan tersebut dilakukan secara langsung sejak tahun 2005. Dalam 

setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, istilah “politik uang” 

menjadi kata-kata yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia untuk menyebut 

pemberian uang atau barang dari calon tertentu kepada pemilih dengan imbalan suara. 

Transaksi politik seperti itu tidak hanya menjadikan Pilkada tidak demokratis, melainkan 

juga menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon kepala daerah 

menjadi sangat besar. Hal itu kemudian berimplikasi pada suatu keadaan  di mana hanya 

orang-orang kanya atau mereka yang memiliki akses terhadap sumber pendanaan besar 

yang berani berkontestasi dalam Pilkada.   

Sejalan dengan prinsip universal yang juga telah dinyatakan dalam berbagai 

konvensi interternasional, pemilihan kepala daerah di Indonesia juga membuka ruang 

bagi setiap warga negara untuk dicalonkan dan dipilih menduduki jabatan dalam 

pemerintahan (right to candidate). Secara alami, terbukanya kesempatan tersebut tentu 

menimbulkan persaingan yang semakin ketat, yang kemudian direspon oleh para 

kandidat dengan melakukan segala bentuk cara, termasuk memberikan uang atau barang 
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kepada pemilih, untuk memenangkan kursi kepala daerah tersebut. Pilkada-langsung, 

yang sejatinya digagas untuk menghasilkan kepala daerah yang professional, 

berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat, lama kelamaan bergeser menjadi 

sekadar ajang perebutan kursi kepala daerah bagi elit politik yang haus kekuasaan.  

Di tengah-tengah kesibukan melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta sebagai 

seorang ayah dalam keluarga, bukanlah pekerjaan mudah bagi Penulis untuk 

merampungkan penelitian ini.  Penulis menyadari bahwa penelitian disertasi ini tidak 

akan pernah rampung tanpa dukungan dari para pihak, terutama Bapak Prof. Dr. John 

Pieris, SH, MS., selaku Promotor; Bapak Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil., selaku Ko-

Promotor I, dan Ibu Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si., sebagai Ko-Promotor II 

yang sejak penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan 

penelitian ini serta para guru besar dan dosen di Universitas Kristen Indonesia. 

Karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat, 

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., Rektor Universitas 

Kristen Indonesia, yang dalam sidang ujian terbuka disertasi ini bertindak sebagai 

Ketua Dewan Penguji; 

2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., M.A., Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Kristen Indonesia;  

3. Prof. Dr. John Pieris, SH., MS., Ketua Program Studi Hukum, Program Doktor 

Universitas Kristen Indonesia dan selaku Promotor dan Dewan Penguji; 

4. Bapak Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil., selaku Ko-Promotor I dan anggota Dewan 

Penguji; 



 

ix 
 

5. Ibu Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si., sebagai Ko-Promotor II dan anggota 

Dewan Penguji; 

6. Bapak Prof. Dr. Mompang Panggabean, S.H., selaku anggota Dewan Penguji; 

7. Bapak Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., selaku anggota Dewan Penguji; 

8. Bapak Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., selaku anggota Dewan Penguji (Eksternal) pada 
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Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.S., Dr. Drs. Achmad Basarah, M.H., M.Hum., 

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Dr. Wiwik Sri 

Widiarty, S.H., M.H., Dr. Aartje Tehuperiory, S.H., M.H. CIQaR, CIQnR. Dr. A. 

Teras Narang, S.H., Dr. Daniel Yusmic Foekh, S.H., M.H., Dr. Gindo, E.L. Tobing, 

S.H., M.H., (alm.), Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Basara, S.H., 

M.H., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis selama 

perkuliahan sekaligus memberikan dorongan kepada Penulis untuk mempelajari 

sungguh-sungguh masalah-masalah aktual berkaitan dengan metode penyusunan dan 

penulisan disertasi dan perkembangannya.  

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan  

kontribusi dan masukan yang bernilai untuk penulisan disertasi ini. Di antaranya, Ibu Dr. 
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ABSTRAK 

 

Judul Disertasi: REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK 

MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG 

DEMOKRATIS 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa jual-beli suara antara kandidat 

dengan pemilih selalu terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, perbuatan yang 

lazim disebut sebagai politik uang itu adalah tindakan melanggar hukum dan calon kepala 

daerah yang melakukannya dapat dijatuhi hukuman pidana dan sanksi administrasi 

berupa pembatalannya sebagai peserta pemilihan. 

 Ada tiga rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini. Pertama, 

apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran norma larangan politik uang dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Kedua, mengapa norma hukum larangan 

politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada tidak efektif mencegah 

perbuatan jual-beli suara dalam Pilkada-langsung. Ketiga, bagaimanakah seharusnya 

norma hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah praktik politik uang dalam 

penyelenggaraan Pilkada-langsung?   

 Melalui metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-normatif 

atau doktrinal yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan undang-undang dan 

kasus. Sebagai penelitian yang bersifat doktrinal, penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa norma larangan politik uang 

yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada tidak efektif mencegah praktik jual-beli suara 

tersebut karena rumusan norma hukum materilnya mengandung lingkup kaidah atau 

wilayah penerapan yang sangat luas. Selain itu, ketentuan hukum formil yang mengatur 

tatacara penegakan norma materil larangan politik uang tersebut membatasi waktu 

penanganan pelanggaran yang sangat pendek. Akibatnya,  banyak laporan pelanggaran 

menjadi daluarsa dan penegak hukum terpaksa menghentikan penanganannya.  

Karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan  agar pemerintah melakukan 

reformulasi norma larangan politik uang tersebut agar konsep dan rumusannya sesuai 

dengan kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat, dengan berpedoman pada asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 

 

Kata kunci: Politik Uang, Jual-Beli Suara, Pilkada, Demokrasi.  
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ABSTRACT 

 

Title of Dissertation:  REFORMULATION OF THE NORM OF PROHIBIT MONEY 

POLITICS FOR REALIZING DEMOCRATIC REGIONAL HEAD 

ELECTIONS 

 

This study aims to find out why vote buying between candidates and voters always 

occurs in regional head elections. In fact, the act commonly referred to as money politics 

is an unlawful and the regional head candidates who do so can be subject to criminal 

penalties and administrative sanctions in the form of cancellation as election 

participants. 

There are three formulations of the problem to be answered through this study. 

First, is law enforcement against violations of the norm prohibiting money politics 

carried out in accordance with laws and regulations? Second, why is the legal norm 

prohibiting money politics regulated in the Regional Head Election Law ineffective in 

preventing vote buying in direct regional head elections. Third, what legal norms should 

be applied to prevent the practice of money politics in the implementation of direct 

regional head elections? 

The research method used in this study is juridical-normative or doctrinal which is 

supported by empirical data, with a statutory and case approach. As a doctrinal research, 

this study uses secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal 

materials. 

The results of this study provide the conclusion that the norm prohibiting money 

politics regulated in the Regional Election Law is not effective in preventing the practice 

of vote buying and selling because the formulation of its material legal norms contains a 

very broad scope of rules or areas of application. In addition, the formal legal provisions 

that regulate the procedures for enforcing the material norm prohibiting money politics 

limit the time for handling violations to a very short time. As a result, many reports of 

violations expire and law enforcement is forced to stop handling them. 

Therefore, based on the results of this study, it is recommended that the government 

have to reformulate the norm of the prohibite money politics so that its concept and 

formulation are in accordance with legal needs in the midst of society, guided by the 

principles of forming good laws and regulations. 

 

Keywords: Money Politics, Vote Buying and Selling, Regional Elections, Democracy. 

 


